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- 1.080.264.400
Amerika Serikat 295.734.300
{ Indonesia 241.973.880
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia

] Direktorat Jenderal Pajak

Definisi Pajak

(UU KUP Pasal 1 ayat (1))

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang Dbersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.




Pajak dilihat dari
berbagal aspek

ASPEK RELIGIUS
Pajak sebagai
~ perwujudan rasa
| syukur atas
| karunia Tuhan
-~ Yang Maha Esa

< %

~ ASPEK IDIOLOGI
~ pajaksebagai ASPEK SOSIAL

~ pajak sebagai

| alat distribusi
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Rencana Penerimaan
Tahun Anggaran 2018

(Miliar Rupiah)

Realiasasi

A % APBN 2018

No. Jenis Pajak APBN-P 2017 0T APBN 2018 thd APBN P thd _
2017 Realisasi
2017
1) (2) ) (4) ) (6)=(5):(6) (1) =(5):4)
1 PPh Non Migas 742,200.00 596,582.30 816,999.41 10.08% 36.95%
2 PPN dan PPnBM 475,483.49 480,721.05 541,801.13 13.95% 12.71%
3 PBB 15,412.10 16,771.56 17,369.10 12.70% 3.56%
4 Pajak Lainnya 8,700.00 6,738.47 9,691.80 11.40% 43.83%
5 PPh Migas 41,770.27 50,316.70 38,134.05 -8.71% -24.21%
Total non PPh Migas 1,241,795.59 1,100,813.38 1,385,861.44 11.60% 25.89%
Total termasuk PPh Migas 1,283,565.86 1,151,130.08 1,423,995.49 10.94% 23.70%
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Ratio penerimaan
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Direktorat Jenderal Pajak

Jenis Pajak

(berdasarkan lembaga yang memungut)

Pajak Daerah

Pajak Pusat
(pajak yang dipungut
pemerintah pusat)

: e Dipungut
Pajak Penghasilan (PPh) Dipungut Provinsi /p bg
Pajak Pertambahan Nilai & Kota/Ka upaten

Pajak Penjualan Barang

(pajak yang dipungut
pemerintah Daerah)

Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Pajak Hotel
* Kendaraan bermotor & Pajak Hiburan
kendaraan di atas air Pajak Restoran
* Pajak Bahan Bakar Pajak Reklame,

Mewah (PPn BM)

Pajak Bumi dan Bangunan
sektor
Perkebunan,perhutangan,
pertambahan (PBB-P3)
Bea Materai (BM)

Kendaraan Bermotor BPHTB,

« Pengambilan dan PBB (Perkotaan & Pedesaan)
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan




Hukum Pajak

Hukum Pajak
FORMAL

UU Nomor 6 Tahun 1983
tentang KUP s.t.t.d UU nomor
16 Tahun 2009

UU Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan dengan
Surat Paksa s.t.t.d UU Nomor
19 tahun 2000

Hukum Pajak
MATERIAL

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.t.d UU
Nomor 36 Tahun 2008

UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN s.t.t.d UU
Nomor 42 Tahun 2009

UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB
UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

UU Nomor 21Tahun 1985 tentang BPHTB s.t.t.d
UU Nomor 20 Tahun 2000




GAMBARAN UMUM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

MULAI

Q DIREKTORAT JENDERAL PAJ
NPWP 49.110.658.9.043_ 000

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

SETUJU
SETUJU
PENELITIAN/ : |
PEMERIKSAAN q MEMBAYAR KE | MEMBAYAR KE !
TIDAK SETUJU | TEMPATYG | { TEMPAT YG .
! DITUNJUK TIDAK SETUJU | DITUNJUK MEMBAYAR KE |
| ) TEMPAT YG
DITUNJUK |
) /4 ‘

T A ©,

1
| MEMBAYAR KE
TIDAK SETUJU | TEMPAT YG |

\1/ ‘ DITUNJUK

Putusan Pengadilan Pajak
& 1 ) telah memiliki kekautan
- hukum tetap




Batasan Hibah yang bukan

merupakan penghasilan Kena Pajak
PMK 245/PMK.03/2008

e Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat

 Badan Keagamaan
e Badan Pendidikan
e Badan Sosial termasuk yayasan dan koperasi

e Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil (kekayaan bersih Rp. 500 jt atau omset kurang
dari Rp.2,5M Setahun)

M Ke‘rgenteﬂan Keuangan Republik Indonesia L
Direktorat Jenderal Pajak




Pemotongan dan Pemungutan Pajak
atas Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

-




Penerima Hibah

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 s.t.d.t.d Permendagri
Nomor 13 Tahun 2018

 Pemerintah Pusat
 Pemerintah daerah lainnya

 Badan Usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dan/atau

* Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan '
yang berbadan hukum di Indonesia

-

; _ __q' ) KergenteﬂanﬁeuanganRepublil-:indcnesia.
\ ¥/ Direktorat Jenderal Pajak
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Sasaran
Pemberian Hibah

* Menunjang pencapaian
sasaran program dan
kegiatan Pemerintah

Daerah



Pertanggung Jawaban
Penggunaan Dana Hibah

Mekanisme Keuangan Negara

Pelaksanaan | « Laporan Realisasi

e Laporan Pajak

 Proposal

e RAB Honor
Pembelian Bahan

Pembayaran Jasa
Perjalanan
Operasional Lainnya

Pelaporan

Perencanaan



Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

PPh Pasal 21/26
L MENDAFTARKAN DIRI 7
‘i PPh Pasal 22
MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26
‘i PPh Pasal 4(2)
L MENYETOR PAJAK J
i PPN
L MELAPORKAN J | Bea Materai

|

i ';::t__j' kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\ ¥/ Direktorat Jenderal Pajak



MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAIJIB PAJAK

KPP/KP2KP vyang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan Wajib Pajak
Mengisi formulir pendaftaran dilampirkan

TATA CARA PENDAFTARAN e KTP

e Akte Pendirian Badan

e Dokumen yg menunjukan tempat

kegiatan
e Dokumen vyang menunjukan adanya

pemberian izin usaha dari pejabat/instasi
berwenang

TEMPAT PENDAFTARAN

PERUBAHAN DATA J Jika terdapat perubahan data,misalnya
perubahan nama, alamat satker/Badan/

Organisai dan/atau identitas pegawai/pengurus

= harus memberitahukan ke KPP terdaftar

—

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia

() Direltorat Jenderal Pajak




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

L MENDAFTARKAN DIRI J

i PPh Pasal 22

L MEMOTONG / MEMUNGUT

PPh Pasal 21/26

PAJAK PPh Pasal 23/26

‘i PPh Pasal 4(2)
L MENYETOR PAJAK J
i PPN
L MELAPORKAN J | Bea Materai

|

i ';::t__j' kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\ ¥/ Direktorat Jenderal Pajak



Kewajiban Perpajakan Terkait
dengan Hibah Dana

Pajak terkait Belanja Barang

Pajak terkait Belanja Jasa
Pajak terkait dengan penggunaan Jasa Konstruksi
Pajak terkait belanja Jasa lainnya

Pajak terkait pembayaran honor dan/atau gaji

Menyetorkan PPN Membangun sendiri apabila
melakukan pembanguan sendiri (tidak melalui
kontraktor)

Pelunasan Bea Materai



M. Kementerian Keuangan Republik indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

PPh Pasal 21/26
L MENDAFTARKAN DIRI |
i PPh Pasal 22
MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26
"i PPh Pasal 4(2)
[‘ MENYETOR PAJAK ]
L MELAPORKAN J | Bea Materai

i '1' b8 kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\ ¥/ Direktorat Jenderal Pajak



BELANJA BARANG

LEMBAGA SWASTA
TIDAK PERLU MEMUNGUT _
PPh PASAL 22 DAN PPN




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

OBJEK pembelian bare. 7, seperti: komputer, mebel, mobil .nas, ATK, dan barang
lainnya oleh Peme, tah kepada Wajib Pajak reke' .n penjual barang

TARIF BIERSTZ1 4 Ha;‘qa P 211 gidax termasuk pewy

W AR

KECUAL I pembelian barang dengan nilai pe .. 'ian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua

juta rupiah) dengan tidak diper .n-pec. ~ dalam beberapa faktur
AR S
pembelian bahan bakar * .nyak, listrik, gas, pe. mas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos
P N

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

B N Kementerian Keuangan Republik Indonesia

/ Direktorat Jenderal Pajak



Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

. PPN
Ketika melakukan -
Penjualan (Pajak Pertambahan Nilai) Ketlggr;nloeéﬁzt:]kan
Melakukan N  Menerima
Penyerahan BKP/JKP Penyerahan BKP/JKP
__________ N —
Menerbitkan Faktur Pajak Menerima Faktur Pajak dan
dan memungut PPN dipungut PPN oleh Penjual
PPN = 10% x DPP : PPN = 10% x DPP »
PPN yang dipungut kepada PPN yang dipungut oleh
Pembeli merupakan: Penjual merupakan: ‘
PAJAK KELUARAN (PK) PAJAK MASUKAN (PM) _J

PPN YANG DISETORKAN

MERUPAKAN PENGURANGAN DARI
PAJAK KELUARAN - PAJAK MASUKAN




PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P P N

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha
OBJEK Kena Pajak)

LG 10% X Dasar Pengenaan Pajak

pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan
tanah oleh real estate atau industrial estate

KECUALI

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN

Wajib Pajak
wajib menerima bukti pemungutan PPN dari
Penjual BPK/JKP

M. Kementerian Keuangan Republik indonesia

/ Direktorat Jenderal Pajak



BEA METERAI

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
@) =N]= € sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dan lain-lain

13 Rp6.000,00

Rp3.000,00

khusus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00

L

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

/ Direktorat Jenderal Pajak



BEA METERAI B M
p

e Harga Nominals.d. ,
Rp. 250.000 ,- - Tanpa Materai

* Harga Nominal lebih
dari Rp. 250.000 ,-
s.d. Rp. 1.000.000 ,- g

. y—
>

|‘...\
e Harga Nominal lebih .
dari Rp.1.000.000,-

. J l

. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P P N

Faktur Pajak

Kode dan Momer Seri Faktur Pajak - 020.000-16.00000001

Pengusaha Kena Pajak
Mama : PT SINCHAN

Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA
NPWE : 99 995 939.9-3995.000

Pengusaha Kena Pajak
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak re kan an WAJ I B m e m bU at
Mama : Kementerian Kehutanan I:a ktu r Paj ak

Alamat : Jakarta
NPWP : 00.000.149.5-124.000

Mo. Mama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual.-PenggantlanuUang
Muka/Termin
Televisi 297
! Rp 3.000.000 x 10 30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian 30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka

Dasar Pengenaan Pajak 30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang beraku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Fakiur Pajak ini telsh ditandatangani secara elektronk sehingga tidak
diperlukan tanda tanoan basah pada Faktur Pajak ini

JAKARTA, 03 April 2016

Simon Hutabarat




A LITARA

e .”:'l"";.:_-_',:{% 354,6-092 000
RAGUNAN RAYA/008B
JL RAGUNAN RAYA NO. 19 RT. 02 Rd. 07, PASAR M
INGGU, TANG SEL, 12540

- —-.-v-...-_--u-—--..-—m-.-—-.——.—..—...._._....-.._.-..--......_—_...—....—......—-—--—a
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STELLA A/F LEMON 400 1 21500 21,500
DISKON ¢ (3, B00)

'S0 KLIN SOFTERGNTB00 1 13600 13,600
A DISKON : (2, 100)
~ BOOM DETERGN BBK 400 1 5000 5, 000
Ri/ CLP ASLI 50's 1 9sc0 8,900

NDOM| GORENG SPC 80 10 2100 21, 000

NGO KECAP MANISI35 1 7600 7,600

FOOD SBL PD/M140 1 5200 5,200

BUD BABY R100 1 5800 5,800

¢ BSR 2 1 2

DISKON : (2)

A HARGA JUAL : 83,900

~ DISKON INDOMIE GORENG : (1, 000)

DISKON INDOMIE GORENG : (1, 000)

TOTAL : 81, 900

TUNAL : 100, 000
g KEMB&LI ; 18, 100
ANLA nEmAL 7,700

: DPP= 81, 455
TERIMA A et

A

atau

Dapatkan NOTA
yang tercantum
PPN ©
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CONTOH Sekolah Swasta:

Yayasan Hidayah membeli barang berupa: pasir, batu bata, semen,
dll pada Toko Andalan Bersama sebesar Rp 2.750.000,- (pemilik
Toko bernama Ronaldo dan sdh ber-NPWP dan ber-PKP). Berapa

pajak yang harus dlpungut’>

PPh PASAL 22 DAN PPN

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia

(4] / Direktorat Jenderal Pajak




A «‘-J}D Faktur Pajak

Jana K -
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Danar Perperaan
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Dapatkan FAKTUR PAJAK dari PKP ©
atau
Dapatkan NOTA yang tercantum PPN ©




BELANJA
JASA




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

PPh Pasal 21/26
L MENDAFTARKAN DIRI 7

i PPh Pasal 22

MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26
‘i PPh Pasal 4(2)
L MENYETOR PAJAK J
L MELAPORKAN J | Bea Materai

i ';::t__j' kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\ ¥/ Direktorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa dan
@) =N]=€ penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain
tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa
lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

GUE 290 X Jumlah Bruto s emasuk pewy

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
7/ TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN S.T.D.T.D.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Berlaku sejak 26 Agustus 2015

Ke‘rgente.'ian Keuangan Republik Indonesia L
Direktorat Jenderal Pajak




lenic 1AacA I1AaINn

a) Jasa penilai (appraisal);

b) Jasa aktuaris;

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d) Jasa hukum;

e) Jasa arsitektur;

f)  Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;

g) Jasa perancang (design);

h) JBaL'}?' pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh

i)  Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

j)  Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan
penambangan migas;

k) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
|) Jasa penebangan hutan;

m) Jasa pengolahan limbah;

n) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

o) Jasa perantara dan/atau keagenan;

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




enic 1acAa I1aIn

p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa
Efek, KSEI dan KPEI;

Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;

Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner,
pamphlet, baliho dan folder;

u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;
Jasa internet termasuk sambungannya;

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau

program;

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, %(as, AC, dan/atau
g

TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

& »nw 5 0

X g <

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia
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enic 1acAa I1aIn

aa.
ab.
ac.

ad.
ae.

af.

ag.
ah.

al.
aj.

ak.

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
jasa maklon;

jasa penyelidikan dan keamanan;

jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

jasa pembasmian hama;

jasa kebersihan atau cleaning service;
jasa sedot septic tank;

jasa pemeliharaan kolam;

jasa katering atau tata boga;

jasa freight forwarding;




lenic 1AacA I1AaINn

al. Jasa logistik;

am. Jasa pengurusan dokumen;
an. Jasa pengepakan;

ao. Jasaloading dan unloading;

ap. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga
atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis;

ag. Jasa pengelolaan parkir;

ar. Jasa penyondiran tanah;

as. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
at. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
au. Jasa pemeliharaan tanaman;

av. Jasa pemanenan;

aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/
atau perhutanan;

ax. Jasa dekorasi;

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia
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Jenis Jasa lain

ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
az. Jasa penerjemahan;

ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang Pajak Penghasilan

bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;

be. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;

bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
bg. Jasa sertifikasi;

bh. Jasa survey;

bi. Jasa tester, dan

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia
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BELANJA JASA

PPh Pasal

BER-NPWP

23

n Keuangan Republik indones

Dlrektorat Jenderal Pa]ak

PPH 2%

TIDAK NPWP—*

PPH 4%




CONTOH :

Yayasan Hidayah menyewa kendaraan pada CV. Transport Terbuka
dengan pemiliknya bernama Ronaldo (ber-NPWP dan ber-PKP) untuk

mengangkut barang sebesar Rp 2.200.000,-. (Inc. PPN)

BD-ATIHIC-DID 1]
DIE

Pajak PenghaSiIan Pasal 23 adalah:

[l)c')'ge/';’igkag PPZN;(])\(/)a(:)OO Rp. 2.000.000,- x 2%= Rp. 40.000,-
XD e Yang diterima CV. Transport Terbuka adalah:
= Rp. 2.000.000,- Rp. 2.200.000,- — Rp.40.000,- = Rp. 2.160.000,-

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia
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Kewajiban Yayasan Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 40.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Ronaldo.

Meminta faktur pajak kepada Ronaldo dan Kwitansi pembayaran bermaterai

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia
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Pembelian Makanan/Minuman
Melalui Jasa Ketering

Melakukan pembelian

makanan di

Memungut PPh warung/restoran bukan
Pasal 23 termasuk dalam

pengertian jasa sehingga

tidak memungut PPh ps 23

Jasa Boga

Meminta Kwitansi
bermaterai

‘idak dikenakan PPN

B %  Kementerian Keuangan Republik indonesia
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Jasa Boga (Katering)

Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk
disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

\

Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yang diinginkan
dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

' Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu
penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui
tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual
makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung

. maupun penjualan secara tidak langsung.

kementerian Kevangan Republik Indonesia

Direktorat ]enderal Pajak




CONTOH :

Yayasan Hidayah Tuban membeli makanan ketering pada CV. Jaya
Bersama (ber-NPWP) sebesar Rp 2.500.000,- untuk keperluan
konsumsi rapat pertemuan dengan warga.

SEFA

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Rp. 2.500.000,- x 2%= Rp. 50.000,-

Yang diterima Saiful Kamil adalah:

Rp. 2.500.000,- — Rp.50.000,- = Rp. 2.450.000,-

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia
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Pengenaan Pajak atas Jasa dan
transkasi dan Transaksi dikenakan
PPh Pasal 4 ayat (2)

« Jasa Persewaaan Tanah dan Bangunan
« Jasa Konstruksi

e Pengalihan hak atas tanah dan
bangunan

-




Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah
yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

g1 Kem Keuangan Republik Indenesia

V) Direktorat Jenderal Pajak

PPh Pasal 21/26

L MENDAFTARKAN DIRI B

‘i PPh Pasal 22
MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 4(2)

L MENYETOR PAJAK J !

o]



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
@) =8=3 € kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF 10% X Jumlah BrUtO (Nilai Persewaan)

PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PENGHASILAN

NN 4(2)

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi
penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan
hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta
perubahannya

TARIF 2,5% X Jumlah BrUtO (Nilai Pengalihan)

O% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU

) SreicoraticndersiPail BANGUNAN



Pengalihan Hak atas tanah dan bangunan
yang dikenakan PPh Pasal 4(2) > 090

e pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang
mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau
badan usaha milik daerah yang mendapat
penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum




PAJAK PENGHASILAN

NN 4(2)

@]=8)= € penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

ARIE PZAZ P Nilal Kontrak gk emasuk pen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% X Nilal Kontrak(tidaktermasukPPN)

Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

49 x Nilal Kontrak(tidaktermasuk PPN)

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PELAKSANAT
KONSTRUKSI 4

B 1% Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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PAJAK PENGHASILAN

PASAL

@)= = € penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

e 4% X Nilal Kontrak gk emasuk pen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% X Nilal Kontrak(tidaktermasukPPN)

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/
PENGAWAS KONSTRUKS

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Kualifikasi PELAKSANA KONSTRUKSI

Persyaratan
Kekayaan
Bersih (Rp)

Kualifikasi Usaha dan Pengalaman Pekerjaan Dalam Kurun Waktu 10

Tahun

Subkualifikasi Usaha

Orang Perseorangan

Perseorangan (P) tidak tidak dipersyaratkan
dipersyaratkan

Badan Usaha

Kualifikasi Usaha Kecil

Kecil 1 (K1) >50jt- 500 jt tidak dipersyaratkan
Kecil 2 (K2) >200jt- 500 jt Kumulatif >= Rp1 M
Kecil 3 (K3) >350jt- 500 jt Kumulatif >= Rp1,75 M
Kualifikasi Usaha
Menengah
Menengah 1 (M1) >=500 jt Kumulatif >= Rp2,5 M atau tertinggi Rp833 jt
Menengah 2 (M2) >=2 M Kumulatif >= Rp10 M atau tertinggi Rp3,33 M
Kualifikasi Usaha Besar
Besar 1 (B1) >=10 M Kumulatif >= Rp50 M atau tertinggi Rp16,6 M
Besar 2 (B2) >=50 M Kumulatif >= Rp250 M atau tertinggi Rp83,33 M

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 stdd. No. 10 Tahun 2014



CONTOH :

Yayasan Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah,
untuk pembangunan menggunakan cara borongan atau kontrak dengan CV. Maju
Jaya (tidak memilki kualifikasi usaha) dengan pemilik usaha bernama BIMA
dengan nilai sebesar Rp 220.000.000,-. Berapa PPh Pasal 4 (2) nya?

Telah terima dlasi D Hidayah Tuban

ST o = i = A S
YEEACRAT IS DY A
BRSNS A US4 '

---------

: Pajak Penghasilan Pasal 4(2) adalah :
Dikeluarkan PPN-nya:
Rp. 200.000.000,- x 4%= Rp. 8.000.000,-
100/110 x Rp. 220.000.000,- Yang diterima CV. Maju Jaya adalah:
= Rp. 200.000.000,- Rp. 220.000.000,- — Rp.8.000.000,-
N W  Kementerian Keuangan Republik indonesia = Rp- 212-000'0001-
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Kewajiban Bendahara SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 4(2) atas nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 8.000.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;

4. memberikan bukti pembayaran PPh 4(2) dan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada
CV. Maju Jaya.

5. Meminta faktur pajak kepada CV. Maju Jaya dan kwitansi bermaterai

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia
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Pengecualian Jasa Konstruksi yang

tidak dikenakaan PPN
PP Nomor 146 Athun 2000 s.t.d.t.d PP 38 Tahun 2003

 Jasa yang dikenakan oleh kontraktor untuk
pembanguan tempat yang semata-mata untuk
keperluan ibadah dibebaskan dari pengenaan PPN

-

_ M KergenteﬂanﬁeuanganRepubli!-:indcnesﬁa.
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PPN Membangun Sendirli

« Kegiatan membangun sendiri : kegiatan
membangun bangunan yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan olen OP
atau badan yang hasilnya digunakan sendiri
atau digunakan pihak lain.

e Bangunan sebagaimana dimaksud berupa satu atau
lebih konstruksi teknik yang ditanam atau d/lekatkan
secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau
perairan dengan Kriteria: e emwisz

* konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata
atau bahan sejenis, dan/atau baja;

» diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
* |uas keseluruhan paling sedikit 200 m?

Ke‘rgente.'ian Keuangan Republik Indonesia L
Direktorat Jenderal Pajak


http://p2humas.intranet.pajak.go.id/tkb/engine/peraturan/view.php?id=4fc5e22514f6323e66d2226402fcc8fc

PPN Membangun Sendirli

e Tarif :

PPN = 10% x (20%0) x Jumlah biaya
yang dikeluarkan untuk membangun
bangunan (tidak termasuk harga
perolehan)

« Penyetoran wajib disetorkan paling lambat tanggal 15

bulan berikutnya Kode MaP 411211/103




BELANJA TENAGA
ORANG PRIBADI




Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah
yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

PPh Pasal 21/26

L MENDAFTARKAN DIRI J

i PPh Pasal 22
MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 4(2)
L MENYETOR PAJAK J
e

#R Iy remen gan Republik Indonesia

s Dlrektorat]enderalPajak




PAJAK PENGHASILAN

PASAL

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti
gaji dan tunjangan

OBJEK

Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh Pegawai, Bukan
Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan

sebagainya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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SRl Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

Tarif Ps 17 x (Ph Neto — PTKP
Penghasilan Teratur — | ( )
PEGAWAI
TETAP 0% . Ph Bruto (PNS Gol.l & I1)
0,
Penghasilan Tidak Teratur SUFEAIRE IR ANERE AT
15% . Ph Bruto (PNS Gol.1V)
Bulanan __— Tarif Ps 17 x (Ph bruto— PTKP)
PEGAWAI TIDAK
TETAP
| Tarif Ps 17 x (Ph Bruto-Rp.450.000)
PPh Harian : . .
Tarif Ps 17 x (Ph Bruto >4.5jt s.d 10.2jt) -
Pasal PTKP harian
21/26 Tarif Ps 17 x (Ph Bruto >10.2jt)-PTKP
(disetahunkan)
Berkesinambungan —__ Tarif Ps 17 x (50%Ph Bruto-PTKP Bulanan
BUKAN kumulatif)
PEGAWAI
Berkesinambungan ex Psl 13(1) —— t4if ps 17 x (50% Ph Bruto-kumulatif)
y
Tidak Berkesinambungan —— Tarif Ps 17 x (50% Ph Bruto)
PESERTA
KEGIATAN T Tarif Ps 17 (Ph Bruto)
FB %  Kementerian Ko
¥/ Direktol-SUBJEK PAJAK 20% x Ph Bruto atau sesuai
i LN P3B




Katagori Penerima Penghasilan
vang dipotong PPh 21 oleh Bendahara
Pemerintah

e PEGAWAI = PNS,CPNS, Pegawai Honorer,
Pegawai Tidak Tetap

e BUKAN PEGAWAI - Pemberi jasa dalam
segala bidang

e PESERTA KEGIATAN -2 yang diadakan oleh
instansi pemerintah atau satuan kerja

-
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STATUS PEGAWAI
dalam perhitungan PPh 21

PEGAWAI TIDAK

PEGAWAI TETAP BUKAN PEGAWAI

1. Memiliki surat keputusan 1. Memiliki perjanjian atau Pemberi jasa oleh Orang
pengangkatan sebagai kontrak pelaksanaan Pribadi
pegwai termasuk CPNS, pekerjaan tertentu dalam
pegawai honorer, pegawai jangka waktu tertentu
magang 2. Menerima penghasilan

2. Biasanya surat keputusan apabila yang bersangkutan
tersebut memiliki jangka berkerja berdasarkan
waktu lebih dari setahun jumlah hari kerja, jumlah

3. Menerima penghasilan hasil pekerjaan yg
dalam jumlah tertentu dihasilkan atau
secara teratur (pembaaran penyelesaian suatu jenis
dilakukan berkala teratur) pekerjaan yang diminta

oleh pemberi kerja

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




PENERIMA PENGHASILAN selain

STATUS PEGAWAI
dalam perhitungan PPh 21

‘ PESERTA KEGIATAN l } SUBJEK PAJAK LN l

Penghasilan sehubungan dengan Penghasilan yang diterima
kegiatan tertentu sebagai oleh Wajib Pajak Luar Negeri
peserta

-
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Dasar Pengenaan PPh

Pegawai Tetap

FARIANTO- K/3 HARTANTO-K/2 SATRIO B-K/1

YUGANA-TK/0 SUSANTO - K/O

1 Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Tunjangan jabatan
Tunjangan besar
Penghasilan bruto

2 Pengurang
Biaya jabatan 5%
luran Pensiun 4,75%

3 Penghasilan Neto
Ph Neto disetahunkan

4 PTKP

5 Ph Kena Pajak
Pembulatan

6 PPh 21 setahun

PPh 21 sebulan
tambahan 20% bagi yg
belum ber NPWP

Total PPh 21

Ps. 17

. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

5.870.000 5.240.000 5.620.200 5.570.700  5.750.500
587.000 524.000 562.020 - 575.050
234.800 209.600 112.404 - -
840.000 740.000 520.000 - 820.000
248.000 248.000 149.000 99.500 149.000

7.779.800 6.961.600 6.963.624 5.670.200 I 7.294.550
388.990 348.080 348.181 283.510 364.728
317.861 283.746 298.995 264.608 300.464
706.851 631.826 647.176 548.118 665.191

7.072.950 6.329.774 6.316.448 5.122.082  6.629.359

84.875.394 75.957.288 75.797.378 61.464.981 79.552.307
72.000.000 67.500.000 63.000.000 54.000.000 58.500.000
12.875.394 8.457.288 12.797.378 7.464.981 21.052.307
12.875.000 8.457.000 12.797.000 7.464.000 21.052.000
643.750 422.850 639.850 373.200 1.052.600
53.646 35.238 53.321 31.100 87.717
53.646 35.238 53.321 31.100




Sheet1






Sheet1

								FARIANTO- K/3		HARTANTO-K/2		SATRIO B-K/1		YUGANA-TK/0		SUSANTO - K/0

		1		Gaji Pokok				5,870,000		5,240,000		5,620,200		5,570,700		5,750,500

				Tunjangan Istri				587,000		524,000		562,020		-		575,050

				Tunjangan anak				234,800		209,600		112,404		-		-

				Tunjangan jabatan				840,000		740,000		520,000		-		820,000

				Tunjangan besar				248,000		248,000		149,000		99,500		149,000

				Penghasilan bruto				7,779,800		6,961,600		6,963,624		5,670,200		7,294,550

								6,691,800		5,973,600		6,294,624		5,570,700		6,325,550

		2		Pengurang

				Biaya jabatan		5%		388,990		348,080		348,181		283,510		364,728

				Iuran Pensiun		4.75%		317,861		283,746		298,995		264,608		300,464

								706,851		631,826		647,176		548,118		665,191

		3		Penghasilan Neto				7,072,950		6,329,774		6,316,448		5,122,082		6,629,359

				Ph Neto disetahunkan				84,875,394		75,957,288		75,797,378		61,464,981		79,552,307

		4		PTKP				72,000,000		67,500,000		63,000,000		54,000,000		58,500,000

		5		Ph Kena Pajak 				12,875,394		8,457,288		12,797,378		7,464,981		21,052,307

				Pembulatan				12,875,000		8,457,000		12,797,000		7,464,000		21,052,000

		6		PPh 21 setahun		Ps. 17		643,750		422,850		639,850		373,200		1,052,600

				PPh 21 sebulan				53,646		35,238		53,321		31,100		87,717

				tambahan 20% bagi yg belum ber NPWP				-		-		-		-		-

				Total PPh 21				53,646		35,238		53,321		31,100		87,717






PTKP

PPh Pasal 21

STATUS PTKP | PTKP TAHUNAN | PTKP BULANAN

TK/O
TK/1
TK/2
TK/3
K/0
K/1
K/2
K/3

nterian Keuvangan Republik Indon:

W) Bliektorat]enderall’ajak

54.000.000
58.500.000
63.000.000
67.500.000
58.500.000
63.000.000
67.500.000
72.000.000

4.500.000
4.875.000
5.250.000
5.625.000
4.875.000
5.250.000
5.625.000
6.000.000




TARIf PPh Penghasilan Orang Pribadi
Pasal 17 UU PPh

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK | TARIF

Sampai dengan Rp50.000.000 5%

Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 15%

Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 2504

Di atas Rp500.000.000 30%

-

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN

':5_:‘!}' i Kergenteﬂan Keuangan Republik Indonesia L
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TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM
YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

TARIF
PENERIMA PENGHASILAN FINAL

PNS Golongan I dan II,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan O%
Bintara, dan Pensiunannya

PNS Golongan lll,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 5%
dan Pensiunannya

Pejabat Negara, PNS Golongan |V,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah 15%
dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya

M Kementerian Kevangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Dasar Pengenaan PPh
Honorarium Pegawai

Golongan Honorarium Tarif PPh Terhutang Sifat
1 FARIANTO IV/a 2.300.000 15% 345.000 Final
2 HARTANTO 11/c 2.000.000 5% 100.000 Final
3 YUGANA Non PNS 1.500.000 5% 75.000 Tidak Final
4 BAYU 11/d 1.000.000 0% - Final
Jumlah 6.800.000 520.000

Honorarium Bukan Pegawai

Kantor mengundang Dokter (NPWP 06.575.248.8.541.000/
non PNS) guna pelayanan kesehatan dengan honor Rp.
10.000.000

PPh Pasal 21 atas honorarium =5% x 50% x Rp. 10.000.000
= Rp.250.000,- = Tidak Final
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						Golongan 		Honorarium		Tarif		PPh Terhutang		Sifat

		1		FARIANTO		IV/a		2,300,000		15%		345,000		Final

		2		HARTANTO		III/c		2,000,000		5%		100,000		Final

		3		YUGANA		Non PNS		1,500,000		5%		75,000		Tidak Final

		4		BAYU		II/d		1,000,000		0%		-		Final

				Jumlah				6,800,000				520,000






KEWAIJIBAN SETIAP BULAN/MASA PAJAK
PPh Pasal 21

1. Memotong PPh 21 Final dan non Final

2. Membuat bukti potong PPh 21 Final dan non final dan
disampaikan kepada penerima penghasilan

3. Menyetor PPh Pasal 21 Final dan non Final paling lama
tanggal 10 bulan berikutnya

4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20
bulan berikutnya

0 menterian Kevangan Republik Indoness
Dlrektorat Jenderal Pa]ak




BUKTI PEMOTONGAN PAJAK || Ié
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) FORMULIR 1721 -V

Lo | bk Perswirs Parghamlan
TR KELANSAN R ATAU PASAL 26 o

O nto h b u kti ORECIORAT JODEAL PAIAK | wowor: 1, 1.3 -703 -F 16 -"  oooooot

A. IDENTIT A5 PEHERIM & PENGHA SILAN YANG DIPOTONG

Lope s 06.575.248 8 - 31 -7 M0 2. MKJMD.PASRCR:

otong tidak final —: = ==""—
orm 1721 VI S—— R

B PR PASAL 71 TANG DIPOTONG
TARIF LEBH
JUMLAH DASAR PENGENALN
KDDE OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGG 20% | TARIF FPh DIPOTONG
(7o iFel rsksse) el
NPWF)
n i2) (= 4 £ &
L4
2 - M0 - o 10.000.000 5.000.000 |:| =% 250000
C. IDENTIT AS PEMOTONG
1. MR 00030455 6 LS m 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
P
2 OMANA ;ST Bendahara Kantor imigras! Yogvakarta oS - 02 - A6 -'—/cé"!‘-'-‘?-ﬁ-:
|d- -

HIDDE DEUSH PAJAK PEMGHASILAN PASAL 21 [TIDAK AMAL) ATAUPASAL 26

PASAL 21 TDAK FNAL

1 =100 - 03 Upah Pagawe Thdak Tetap alau Tenags Kefj Lepas
F =100 -0 Imbadan kepads Distrbuior Mel Level Marketing (ML)
Fz =100 - 05 imbalan kepada Petugas Dinas Luar Ssurand
Fa =100 - 08 Imbakin bepeds Perjai Baning Dagangan

- 100 -07 imbadan iepeds Terags Ah
kepada Bulan Pegerwei yang Mens
kepada Bukan Pegewal yang Mens

Perghadlan yang Beralal Berk et ndmbingan
ang Tidak Baruilal Berke inambungar
ai Dewan Pengarsin v ang Tidal Meranghap debada Pegrsal Telup

=100 -13 imbalan bepads Pesema Kegialarn
=100 - 99 Obgek PP Padal 21 Tidak Final Ly

]
H
Baka k3 B3 B3 RS RS ORI B3 B3 R R

b Kementerian Keuangan Republik Indonesia PPN FAZAL 21 TDAK FNAL
3 Direktol.at ]endEral Pajak 1 37-100-50 (mbalan sefublngan Sengan @ia, pekerasn dan Kejiaten, hedan dan pengrargaan pefdion dan pembay sran beras nng a y ang

dipebang PFh Patal 28




Contoh bukti
potong final —
Form 1721-VIl

. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

L"n sfaples

BUKTIPEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21

Iﬂﬂi

FORMULIR 1721 -VII

Limiwr | Liriuk Permsrirm P hlen

Lamiar 2 Uning Perciong
DREKTORAT JBOERALPAAK [ yomor: + 4 Taa - 46 .7 00000
4. IDENTITAS PENERIM& PENGHASILAN YANG DIPOTONG
. r
L owwe a0 grTTAAS - S0 - D0 2 MNKINDPASRCR:
3ONAMA 04T Fanan
4 ALANAT A% JL Aftand N 54, Yogyaiara
B
L PPN PASAL 21 YANG IROTONG
O0E DL PAJAK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO TARF PPh DIPOTONG
(g (g
{1 (2 3 4
¥
Ho- 4o 2300000 5% 5,000
C. IDENTITAS PEMOTONG
1. hOWR D0304856 _OM 3. TANGGAL & TANDA TAMGAN
2 NAMA T EONDAMARA KANTOR MGRASI YORYAKARTA - B - M

KODE OBJE PAJAK PENGAASILAN PASAL 2 (FNAL)

o401 -0 Uang Pesangon yang Dibary anan Sekaljis
2 A 401 00 Llang Wil Persiion, Tinjangan Han Tua, slau Jaminan Han T yang Dibsseien Ssaigis

Pandnany
4 H-400-99 Obek PP Pasal M Final Lainm &

3 N 402 -0 Hono dan Imbalkin Lain yang Dibekenkan kepada APEN atau APED yang Dilerma oleh PHE, Anggota THIPOLRI, Pejabel Megan da




BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAW Al HNEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA FORMULIR 1721 - &2

HASIOHAL INDOHESIA ATALD AMGGOTA POLISI Larsbar # - Lk Perasderm Parg hanilan
REPUBLIK INDOMESIA ATAU PEJABAT NEGARA AT | " immim=s
° FEM ENTERLAN KELANGAN Rl PENSIUNNYS s PR
DIREFTORAT JENDERAL PAJAK - ; FIRVRRLIN o -eel
womos: . 1 .2 -_92 - 18 - 0000001 | 01 .12
::mﬁ& Bendanara ams | Kemenag OfY ;g:;.mm .
— r r
SENDAHASA Setmw an Taru DOL035 5567 _Ed . pm
——
4. IDENTITAS PEMERIMA PENGHAZILAN YANG DIFOTONG
1 WPWE 077774505 - s _om & e rEan o [x] LaeLal e [ ] Femaman
] . 7
MEF ’ 15700509 189501 1 004
3 MAMA zarmants 5 STATUSAULMLAH TANGEUNGAN KELLARGA LNTUK FTHE
4 PANGEATT F . . |
GOLONGAN © o Fomona / nm_wm 2. - R
5ALAMAT . w JL AfEndi o 52 T MALI JABATAN

¥ ogyakara

(dibuat setahun ——

KODE DBJEK PAME : E T1-v0a D 290002

PENGHASILAN BRUTD

O 1. | SAN POKDKIPENSIUN TE.Z10.000
2 | TUMSAREAN ISTER T.BE1.000
A | TUMIARIZAR ARSE, 2.0EZ2 400

4 JUMLAH CAJ| DAM TUMJANGAN KELLARGA 11 5.0 ) 84.6B2 400

S | TUMIANGAN FERSAIKAN FENGHASILAN -

B | TUMSAREARN STRUKTURALT UNGSOHRAL 29,620 000
LM SAKEAN BLRAS 3.224 000
B. | JumLAH PENGHASILAN BRLUTD (1 5.0 T) 118.737.400

B | TUMIARIEAN LAIM-LAIN -

TR LAIMNT A 7 ANG PEMBAY AIAMNN YA T1 H AR PENELE T AHAK S -

12 | PEMGHASILAN TETAF DAM T

JUMLAH PENGHASILAN BHL 118.737.400
PN AN GAN

BLAY A JABATAMIELAT A PEMEILMN 6.8BE.ET0
= LALIM ATAL ILRAN 4.1%2 187
4. | JUMLAH PERGURARGAN (12 5.0 0. 118,067
FEMGIITUNGAN PPE PAGAL 21
15, | JUmALAH PERGHASILAN HETTD (11 - 141 108.818.344
T8 | PENGHASILAN NETO MASA PRIAR SESELLIMNY A -

JUMLAH PENGHASILAM HETO UNTUE PENGHITURGAN PPh PASAL 77 [SETAHUMIDISETAHUKKAN] -
1= MOHASILAN TIOAK KENS PAAK T2.000 200
1% MOHASILAN KENA PALAK SETAHL AL RSAN (17 3 AT 12000
20| PR PASAL 21 ATAS PERGIASILAN KENA PAIAK SETAHUMITISE TAHUIKSAK 1.BB2.500
0. | PPh PASAL 21 ¥ ARG TELAH DIPDTONG MASA PALAK SEBELUMNTA -
T2 | PR PASAL 21 TERUTRNG 1.B6B3.200
T | PR PASAL 1 ¥ ARG TELAH DIPOTONS DAK DILUMAS 1.EB3. 200

T34 ATAS GAJ OAN TUNIAMTAN

TEE ATAS PEMOHASLAN TETAP DAK TERATUR LAIKMTA TAND PEMBATAHANNTA TERPISAH [AI] FEMBATARAK
Ea
T, PEGAWAI TEREEBUT : l:[ CHP RO AR AN l:l PIHDUAH AN l:l BARU l:l PERSIUH

D. TANDA TAMGAN EENDAHARS

1. NPNE o0.03S ST _ B4 poo 3 TANGEAL B TANDA TANGAN

2. MARA Safimw an Taru s - W - 2047
Kementerian Kevangan Republik Indonesia e e

3. NFTHRL: 15700515 199103 1 002

Direktorat Jenderal Pajak




CONTOH :

SD Hidayah Tuban memberikan Honor kepada Pengawas
Pembangunan (seorang PNS Gol. Ill bernama Arjuna) sebesar
Rp 1.000.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

Rp. 1.000.000,- x 5%= Rp. 50.000,-

Yang diterima oleh Arjuna (PENGAWAS) adalah:
Rp. 1.000.000,- — Rp.50.000,- = Rp. 950.000,-

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia

g / Direktorat Jenderal Pajak




Kewajiban Bendahara SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 21 atas honor sebesar Rp. 50.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Arjuna.

Meminta faktur pajak kepada Ronaldo membuat kwitansi bermaterai

iM%  Hementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Penggunaan Dana Hibah
honorarium Pengawas Non-PNS

Tarif Pasal 17 X (50% Penghasilan Bruto)

Jumlah Honor : Rp. 1.000.000,-
PPh Pasal 21 : 5% x (Rp.1.000.000,- x 50%) = Rp. 25.000,-
PPh Pasal 21 (tidak ber-NPWP): (5%+(5% x 20%))x (Rp.1.000.000,- x 50%) = Rp. 30.000,-

Jika penerima honor belum ber-NPWP maka dipotong PPh Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20%.

s Kementerian Kevangan Republik Indonesia

(Y] Direltorat Jenderal Pajak




PPh Pasal 21:

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan

Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 10.200.000

Upah/Uang Saku Harian

< 450.000 > 450.000

| |
Tidak Dipotong Dikurangi 450.000

|
Dipotong 5%
|
|

Upah kumulatif > Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan

Upah sehari dikurangi PTKP sehari

|

Tarif PPh 21 = 5%

w FITCRIUTUC OISOt T Oyars

Dikali 12

Dikurangi PTKP Setahun

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Ps 17

PPh Ps 21 Setahun

Dibagi 12

PPh Pasal 21 Sebulan




CONTOH (1):

SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang bernama Bima untuk
mengecat ruang sekolah selama 5 hari, dan tiap hari upah yang

diberikan sebesar Rp 200.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : NIHIL

KARENA DIBAWAH Rp. 450.000 PER HARI

%  Kementerian Keuangan Republik indonesia
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CONTOH (2):

SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang bernama Bima untuk
memperbaiki pagar sekolah, dan upah yang diberikan sebesar Rp
500.000,- perhari.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

(Rp. 500.000,- — Rp.450.000,-) x 5%= Rp. 2.500,-
Upah yang diterima oleh tukang perhari adalah:
Rp. 500.000,- — Rp. 2.500,- = Rp. 497.500,-

% Kementerian Keuangan Republik Indonesia

/ Direktorat Jenderal Pajalk

Jika penerima honor |
belum ber-NPWP
maka dipotong PPh
Pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20%.




CONTOH (3):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi
sekolah, untuk pembangunan menggunakan cara borongan jasa tukang dengan
nilai sebesar Rp 20.000.000,-. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 20 hari dan

dikerjakan oleh 5 orang. Berapa PPh Pasal 21 nya?

KPA SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban

Dalam sehari ada 5 orang yang bekerja . .

Penghasilan sehari yang bekerja Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :
Untuk menghitung upah sehari maka : N I H I L

Rp. 20.000.000 : 20 hari = Rp. 1.000.000,- per hari (utk 5 orang)

Rp. 1.000.000 : 5 orang = Rp. 200.000,- per orang KARENA DIBAWAH

Rﬁ:;"éwgﬁemﬁdbgmﬂagjak Rp. 450.000 PER HARI PER
ORANG




Untuk membangun ruang kelas baru, yayasan ABC mempekerjakan
seorang buruh bangunan bernama Aleandro (belum menikah) dg
NPWP  (44.555.666.7-888.000) pada bulan Februari 2016,
menerima upah sebesar Rp 650.000,00 per hari.

Upah sehari di atas Rp 450.000,00 adalah

Rp 650.000,00 — Rp 450.000,00 ) Rp 200.000,00
PPh Pasal 21 harian
5% x Rp 200.000,00 Rp 10.000,00

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Aleandro

telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000,00, sehingga

telan melebini Rp 4.500.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21

atas penghasilan Aleandro pada bulan Februari 2016 dihitung
P sebagai berikut :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Upah 7 hari kerja Rp 4.550.000,00
PTKP

7 X ( Rp 54.000.000,00/360 ) Rp 1.050.000,00

Rp 3.500.000,00

PPh Pasal 21

5% x Rp 3.500.000,00 Rp 175.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6

6 x Rp 10.000,00 Rp 60.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong
pada hari ke-7 Rp 115.000,00

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Jumlah sebesar Rp 115.000,00 ini dipotong dari upah harian
Sebesar Rp 650.000,00 sehingga upah yang diterima Aleandro
pada hari ke-7 adalah :

Rp 650.000,00 — Rp 115.000,00 Rp 535.000,00

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang
bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong

adalah :

Upah sehari Rp 650.000,00
PTKP

( Rp 54.000.000,00/360 ) Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang
5% x Rp 500.000,00 Rp 25.000,00

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Tips 1 : Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan ‘

Belanja dari
APBN/APBD

Ada PPh dan PPN

etor ke kas
negara

Laporkan ke KPP

€8y kemenerisn Kevangan Republicindanes
(V) Direktorat Jenderal Pajak



PEMBUATAN BUKTI POTONG/

PUNGUT PAJAK

Pembuatan Bukti Potong/Pungut

URAIAN PPh PASAL 21

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

Bukti
Pemotongan/
Pemungutan

&0 Kementerian Keuangan Republik indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

PPh Pasal 22

Hanya SPT Masa
22 dan SSP

PPh Pasal 4(2)

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

PPh PASAL 23

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

PPN

-Faktur Pajak
yang dibuat oleh
Rekanan

-SSP atas nama
rekanan yang
dibuat dan
ditandatangani
oleh bendahara

(dibuat saat
pengajuan
tagihan ke
bendahara)
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Sebagali bukti pemotongan pajak

Sebagali bukti pemotongan pajak
atas gaji dan tunjangan

atas honorarium yang
bersumber dari APBN/APBD

yang diterima oleh pegawali
secara tetap dan teratur setiap
bulan selama satu tahun




BUKTI POTONG PPh

- Lembarke-1 vamk iab P3| _
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OIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sebagal bUKtI
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]
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sehubungan dengan
penggunaan harta =% [ ] 2%,

B. |Jasa Teknik, Jasa Manajermen,
Jasza Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMI-2440P M 03 2008:

a. Jasa Teknik L] 2%
b. Jasa Manajemen [ 2%,
¢. Jasa Konsultan [ ] %
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BUKTI POTONG PPh
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
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DEFPARTEMEMN KEUANGAN REPLUBLIK INDONESIA
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{Rp) (%) (Rp) 2. |Jasa pelaksanaan konstruks oleh penyvedia jasa
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Tethilang :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari

persewaan tanah dan/atau
bangunan




PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA

n Keuangan Republi

'5?'?':’ Direktorat Jenderal Pajak

.




3 LANGKAH
PENYETORAN PAJAK

18 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)

28 Membuat kode Billing berdasarkan data SSP
- -

Menyetorkan pajak ke bank persepsi/pos persepsi

* -




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

411121 - 100

411121 - 402

411122 - 910
=

411122 - 920

411122 - 930

Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final

Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium/imbalan lain
yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya
| =8

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
A I I

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
T R

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

e
.,




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

2N 20 (OB Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa

411124 - 104 = EENGOEI R o W S R I R E Y

411128 - 402 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas
tanah / bangunan
w . i

Lt Wil Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah /
bangunan
TR R

ANNRRac R I0lc I Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

tia
.~




KODE AKUN PAJAK —
KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
[ o 771 S —__|

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBN*
411211 - 91 : .
210 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

3 Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBD*
S Loy 20 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
| -

A
h Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Dana Desa*
i1 - S (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

e el
:;.l

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan pada tingkat administrasi pemerintahan, dan
TIDAK didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

| L.
‘n




PENYETORAN PAJAK

Pajak yang telah dipotong/dipungut disetorkan ke kas negara melalui Kantor POS/Bank dengan
menggunakan e-Billing:

URAIAN PPH PASAL PPH PASAL 22%*) PPH PASAL  PPH PASAL 23 PPN *)
21 4(2)
Tanggal Paling a. KPA/PPSPM sebagai Paling Paling lambat  a.Bendahara pengeluaran
Penyetoran lambat Szr':;“s'ﬁ; Zae:ag::” lambat tanggal 10 sebagai Pemungut Paling
tanggal 10 pelaksanaan tanggal 10 bulan lambat tanggal 7 bulan
bulan pembayaran kepada PKP  bulan berikutnya berikutnya
berikutnya Rekanan pemerintah berikutnya b. PPSPM sebagai Pemungut
melalui KPPN harus disetor pada hari yan
b. Bendahara Pengeluaran CILE ClSE P yans
sebagai pemungut Paling sama dengan Pelaksanaan
lama 7 hari setelah Pembayaran Kepada PKP
il pellicanel Rekanan melalui KPPN
pembayaran
Nama/NPWP Bendahara Rekanan Bendahara Bendahara Rekanan
Kode Akun 411121/10 411122/910 411128/402 411124/100 411211/910 ( Bend. APBN)
Pajak/Kode O (tdk final) (Bend.APBN) (104) 411211/920 ( Bend. APBD)
Jenis Setoran 411121/40 411122/920 411211/930( Bend. Desa)
. ( Bend. APBD)
2 (final) 411122/930
( Bend. Desa)
Ditandatanga Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara

ni oleh




djponline

KANTOR

PAJAK

ooo
n

SMS

ASP

djponline.pajak.go.id
sse.pajak.go.id
sse2.pajak.go.id
sse3.pajak.go.id

Datang langsung ke Kantor Pajak

SMS ID BILLING Telkomsel
(*141*500#)

Penyedia Jasa Aplikasi

O
% Customer service / Teller Bank

s ;  Kementerian Kevangan Republik indonesia

g / Direktorat Jenderal Pajak

2%

el

]

>
fr}
=

L

Bank

Kantor Pos

Mesin ATM

SMS Banking

Internet Banking

Mesin EDC




PELAPORAN SPT MASA

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
VS Dlrektorat]enderalpajak



% Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar

Mengisi masa pajak sesuail dengan bulan pemotongan/
pemungutan pajak dilakukan

Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang
® telah dipotong/dipungut

| A R B i ol |

Melamplrkan SSP lembar ke-3 bukti pajak telah disetorkan
ke kas negara

s ; = AT g == « T b D oo s |

Menandatanganl SPT Masa secara lengkap dengan nama
Jelas Jabatan dan cap instansi/kantor

POIN PENTING -
PENGISIAN SPT MASA -
:: e — . = s 5




SPT MASA PPh

PASAL

Kewajiban melaporkan tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal
21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA IDD-D_ ----- S PT M asa te rd I rl d arl
PASAL 21 DANATAU PASAL 25 2 halaman induk
Formulir ini_digunakan gntuk melapoerkan e Lt B -
D‘f;é"‘gg;ﬂﬁgﬁé‘éﬂsmﬂ Pemofongan Pajak ng:lazsgan Pa=al 21 dantatau + I am p I r an
P — - Batas pelaporan

— tanggal 20 bulan
berikutnya

4 MO TELEPSH : s S EMAIL  : as

B. UJBJEK PAJAK

WAJIB lapor dengan e-SPT :

& PR PG | | MR | e - satker/instansi dengan
) =1 2] 15 1] ) .
IR peestE— 2110001 pegawal >20 orang
E FEHE RIks FEREILR BERKALA Ei-ilinhE - doku men yang dilaporkan
A, | PEGAWE] TIDAK TETAP ATAL TEM A, KERIS LEFAS 2990003
4. ELIA B PEGAAR]: (BUPOUSSP) >20
da. DIETRIBUT SR MO TILEVEL hid REETING [ LA 2990004
4b. PETLEZAE Dikas LUsRASURARE Py B L 1Y
4z, PERLLALA BARAREE DAdzb b GAk 2900005

4at. TERAZA AHLI 2= 90007




SPT MASA PPh

PASAL

I [ |
BEpaTEEn = SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [ ] gPT Normal
KEUMNGAN R PAJAK PEHGHASILAH PASAL 22 [ ] =PT Pembetuian ke
DIREKT ORAT Formulir ini digunacan untue melapodan FPemungutan Masa Pajak
JENDERAL FAJAK Fajadi Fenghasilan Fasal 22 | | | ! | | | | |

BAGEAN A IDENTITAS PEMUNGUT FALAKAWAIE FAJAK

1. NPWP [ ]
2 MNama
2. Alamat
EAGIAN B. OEJEK PAJAK
Uraizn KARIH IS Milai Cbjek Pagk FFPh yang Oipungut
[Rp] [Rp]
1 2] [3] 4]

1. Badan Usaha IndustrisEks portir 411122100
2. Penjualan Barangyangtergolong Sangat Mamwah 411122403
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/B ad an

Tertentu *rang Citunjuk 2200
4. Milai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukal®)

a. ARl G11122H00

b. Non AF1 11122100
5. Hasil Lelang (Ditien Bea dan Cukai) 411122100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina/ Badan Usaha

Selain Pertamina

a. SPEWAgen/Penyalur (Final 41122401

b. Pihak lain (Tidak Final G11122M00

JUmLAH

Terbilang

T3 OO Epig TR B

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. I:I [raftar Surat Setoran FPajadc PPh Pasal 22 (Khusus untus Bark Dewisa, Bendaharaman'Badan Tertentu vang Ditunjuk dan

Fertamina/Badan Ul=aha = &lain Petaming).

urat Setoran Faiak (1SS F1 vang disetor oleh imporfir atay Pembeli Baranasebanvd lembar

SPT Masa terdiri dari

1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan
berikutnya




SPT MASA PPh

PASAL

DEPARTEMEN SURAT FEMEERITAHUAN (SPT] MASA [ 5T Homal = S PT M asa te rd i ri d ari

BEUHEAN L PaJalk PENGHASILAN PASAL 23 DANATAU PASAL 28 [] sPTPembetuan ke -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporian Pemoton gan Ma=a Pajak I h a am an I n d l l k
JENDERAL FOIAK Pajak Penghasilan Pasal 22 danftau Pasal 26 I:I:l !

EAGIAM A& IDENTITAS PEMOTONG P AL KAVAJIE PAISK

S T — + lampiran

E. Mama
3. Mamat :
EAGIAN B. OBJEK FRJLK Batas pelaporan
1. PPh Pasal 23 yangtelah Dipotong
Uraian K& P/KJS | Jumian Penghanian Buk (Rp)| PFh yang Dipotong [Rp)
” - tanggal 20 bul
1. Dividen ™) 1124401 u an
2. Bunga ™) 11248
3. Roggh H112im [l
4, Hagah dan penghargaan 11248 m berl kutn a
5. Sewa dan Penghasilan lain szhubungan dengan penggunaan harta **7) | 4112400
. Jasa Teknik, Jaza hanajemen, Jasa Konsultansi dan ja=alain s2auai
dengan PME-244/PrAKD 22008 :
a. Jasa Teknik 112404
b. Ja=a Manajemen 112404
. Jasa Konsulan 112404
d. Ja=a lain 777

2. PFPh Pasal 26 yangtelah Dipotong

Jurnlab Fengha silan Partlraan
Uraizn KA RIS Bruo Panghatllan PR yang Dipotong (Rp)
(Rp] Neto %)
il [E3] K] [E3] =1

1. Dividen 11127101
2. Bunga Hin2ro2
3. Rogghi 11127103
4. %ewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta | 411127/100




SPT MASA PPh

PASAL

SURAT PEMEERITAHUAN [SPT) MASA [ 5T Homal — S PT M asa te rd i ri d ari

DEPARTEMEN
KEUONGAN-R.I. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2] |:[ SPT Permbetulan Ke- -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporcan Pemotongan/P emungutan Ma=a Pajak 1 h a am an I n d u k
AENCERLLPAINK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) |:|:| i
BAGIAM 8. IDENTITA S PEMOTONG PO KAVEJIE POIOK I -
1. HRWR : - + aplran
E. Mama 2
3. Mamat :
BAGIAN B. DBJEK FAIA K Batas ela oran
Uraian KAFHIS Hilai D[‘DR':‘]‘ ek T[i:]f uw:;&g;":fﬁf;ﬁgﬁ; - p p
] 2] [3] [4] 5]
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto 561 dan Jasa Gimo tang gal 20 bu Ian
3. Bunga DepositnTabungan
11 ‘Yang ditempatkan di Dalam Meger 4111285404 -
#1 Yang ditempatian di Luar Megeri 411128404 b e rl k u t n a
b. Diskonto Sertifilat Bank hdonesia 411 128/404
¢ Ja=3 Giro 411 1280404
2. Transaksi Penjualan Saham
a. S%aham Pendir 4111280407
b. Bukan Saham Pendir 4111280406
3. BungalDiskonto Obligasi dan Surat Berharga Megara 411 1280401
4. Hadiah Undian 411 1280405
4. Persewaan Tanah danfatau Bangunan
3. Peryvewasebagai Pemotong Pajak 4111280403
b. Orang PrbadiBadan vang hdenyetar Sendin PPh 4111280403
G Jaza Kenstruksi
3. Perencana Konstruks
13 Pengguna Jasa s=bagai Pematong PPH 411 1280400
2y Penvyedia Jasavang hdenyetor Sendin PPh 411 1280400
b.  Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong FPh 4111280409
) Penyedia Jasa yang henyetor Sendin PPh 4111280409
. Pengawas Konstrubsi
13 Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411 1280409
) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendii PPh 411 1280409

T ‘iajib Pajak yang hdelakukan Pengalihan Hek atas

d44 4a0d




SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan
PPN atau PPN & PPnBM, Formulir ini tetap dibuat dan diisi
dengan angka 0 (Nol).

SPT Masa terdiri dari 1
SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR halaman induk (1107
PAJAK PERT AMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) i
PUT) + lampiran (1107

BAGIPEMUNGUT PPN

Ba:a]ahmleh:ll\dahﬂ;BukuPemnjmpmgjsianSI_'TmaPm 1107 PUT
S el A PUT 1 & copy SSP)
WRWE o [T - 1- 1 - 111

we [T s [T [T

Pkt s Batas pe|ap0ran
akhir bulan masa
et e T B pajak berikutnya

Jumlah FFH dan PPn BM vang dipangat oleh Peneh 1t SFAT

A, PPN DAN FPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINT AH

[

melani KEFH i
2 PPH yang dipungut oleh Berd shara Perngeliaran Ep \’:_2—|
FPn BM wang dipungntoleh Bendahara Pengehiaran Ep
Jumlah PP dan PPn EM vang dipangat oleh Bendahara
Ep
Pangehiaran

B. PFN DAN FPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEME RINTAH

PPN yang dipungat Ep €l
FPn BM wang dipumgnt Ep
Jumlah PP dan PPn EM vang dipangat Ep

L ampiran : I:[ Surat Knasa Klosus

[ ssp

1 FPH =ch sl  Temhbar Pt it & b o e i

um Fasal’ gyt (7T Homor § Takom 1955 raba guimans talvh b bampa Jah dinhah wrskbi dangn T

00, apabils SPT Maca yamy fandars ¢ ampadhan tilsd dfandstsngani atm tdad ceparmbrns dlompdd

Jmmanyrang d iktaplan, maka FFT fandass disngmp tidad 4 ampadiam,




PELAPORAN PAJAK

Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dilaporkan ke Kantor Pelayanan

URAIAN

Tanggal
Pelaporan

Jenis SPT

Lampiran

PPH PASAL 21

Paling lama 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

SPT Masa PPh Pasal
21 dan/atau Pasal
26 (1721)

-SSP Lembar 3 yang
telah disetorkan ke
kas negara

- Bukti Potong dan
daftar bukti potong
baik yang final
maupun tidak final

*) Khusus sekolah negeri

A

PPH PASAL 22%*)

14 (empat belas)
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa Pasal
22

-SSP Lembar ke 3
yang telah
disetorkan ke kas
Negara

PPH PASAI 4(2)

Paling lama 20
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPh
Pasal 4(2)

-SSP Lembar 3
yang telah
disetorkan ke kas
negara

- Bukti potong
dan daftar bukti
potong

PPH PASAL 23

Paling lama 20
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPh
Pasal 23
dan/atau Pasal
26

-SSP Lembar 3
yang telah
disetorkan ke kas
negara

- Bukti potong
dan daftar bukti
potong

Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa):

PPN *)

Paling lama akhir
bulan berikutnya
setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPN
Bagi Pemungut
PPN (1107 PUT)

Fotocopy SSP
yang telah
disetorkan ke kas
negara



Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

“Lebih baik
menyetorkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena sanksi

I 2 /
| AU,
o perminn S

B 1% Kementerian Keuangan Republik Indonesia

< V) Direktorat Jenderal Pajak




Tips 3: Laporkan SPT Masa sebelum Jatuh Tempo

“Lebih baik
melaporkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena sanksi

V [
erlamba ata 722 I,
tidak lapor” yj/// -

B 1% Kementerian Keuangan Republik Indonesia

< V) Direktorat Jenderal Pajak




SANKSI TERLAMBAT / TIDAK LAPOR

SPT Masa PPN SPT masa lainnya SPT Tahunan Orang SPT Tahunan
(PPh 21, 22, 23 dll) Pribadi (OP) Badan Usaha

Jenis Denda Denda Denda Denda
Sanksi
Jumlah Rp. 500.000 ,- Rp. 100.000 ,- Rp. 100.000 ,- Rp. 1.000.000 ,-
Dasar Pasal 7 (1) Pasal 7 (1) Pasal 7 (1) Pasal 7 (1)
Pengenaan UuU KUP Uu KUP UU KUP UU KUP

B 1% Kementerian Keuangan Republik Indonesia

< ¥/ Direktorat Jenderal Pajak




Terima Kasih

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia

Direktorat Jenderal Pajak

@ www.pajak.go.id f DitjenPajakRI D DitjenPajakRl . 1500-200
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